
TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM) 

PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA 
WILAY AH KECAMATAN KULISUSU 

UNIVERSITAS TERBUKA 

TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh 
Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat 

Administrasi Publik 

Disusun Oleh : 

LA ODE RAIS 

NIM.018416834 

PROGRAM PASCASARJANA 

UNIVERSITAS TERBUKA 

JAKARTA 

2017 

43177.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



·' .I 

UNIVERSITAS TERBUKA 

PROGRAM PASCA SARJANA 

PROGRAM MINAT ADMINISTRASI PUBLIK 

PERNYATAAN 

TAPM yang berjudul Peran Badan Permusyawaratan 

Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu adalah basil karya 

saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun 

dirujuk telah saya nayatakan dengan benar. Apabila 

dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiblakan 

(plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik. 

Kendari, April 2017 

Yang Menyatakan 

ii 

43177.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM 
(TAPM) 

JudulTAPM 

Nama 
NIM 
Program Studi 
Bari /f anggal 

: Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 
Kecamatan Kulisusu 

: La Ode Rais 
: 018416834 
: Magister Administrasi Publik 
: Sabtu/ 25 Maret 2017 

Menyetujui: 

Pembimbing II 

Drs. Aminuddin Zuhairi,M.Ed 

Mengetahui, 

Ketua Bidang Ilmu Sosial . Direktur Program Pasca Sarjana 
Dan Ilmu Politik ,, . 

. / -, 
/ " 

<f~{~, 
\~ 

Dr. Darmanto,M.Ed '\\ 
NIP. 19591027 198603 1 OOJ~;;:-:::7 -••. 

iv 

Dr. Liestyodono Bawono,M.Si 
NU'. 19581215 1986011 009 

43177.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM PASCA SARJANA 

PROGRAM MINAT ADMINISTRASI PUBLIK 

Nama 
NIM 
Program Studi 
Judul Tesis 

PENGESAHAN 

: LAODERAIS 
: 018416834 
: Administrasi Publik 
: Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu 

Telah dipertahankan dihadapan sidang panitia Penguji Togas Akhir 
Program Magister Program Pascasarjana,Program Studi Administrasi 
Publik, Universitas Terbuka pada: 

Bari /f anggal 
Waktu 

: Sabtu/ 25 Maret 2017 
: 16.00-17.30 Wita 

Dan telah dinyatakan LULUS 

Ketua Komisi Penguji 
Nama 

Penguji Ahli 
Nama 

Pembimbing I 
Nama 

Pembimbing II 
Nama 

Panitia Penguji T APM 

: Drs. Wawan Ruswanto,M.Si 

: Drs. Aminuddin Zuhairi,M.Ed 

iii 

43177.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



ABSTRAK 

La Ode Rais, NIM Pokok 018416834, Program Magister 
Administrasi Publik Pasca Sarjana Universitas Terbuka UPBJJ Kendari 
menyusun tesis dengan judul "PERAN SADAN 
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) WILAYAH KECAMATAN 
KULISUSU KABUPATEN BUTON UTARA".Tulisan ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan peran Sadan Permusyawaratan 
Desa (SPD) di Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dan 
faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran tersebut.Tipe 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan tipe penelitian deskriptif kulitatif. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan 
pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti dan wawancara dimana 
peneliti mengadakan tanya jawab langsung dengan informan maupun 
narasumber sehubungan dengan masalah yang diteliti serta ditunjang 
oleh data sekunder. Data - data tersebut kemudian dideskripsikan dalam 
narasi. 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Sadan Permusyawaratan 
Desa (BPD) Wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dari 5 
perannya perlu ditingkatkan lagi terutama dalam memprkarsai lahimya 
peraturan desa, menyalurkan aspirasi masyarakat serta pengawasan 
peraturan desa yang lebih maksimal. Untuk peran pembentukan panitia 
pemilihan kepala desa dan pengusulan pengangkatan/pemberhentian 
kepala desa BPD telah menjalankan perannya dengan baik.Adapun faktor 
- faktor yang mendukung peran Badan Permusyawaratan Desa di wilayah 
Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara adalah : (1). Tingkat 
pendidikan, (2).lntegritas dan kepedulian, (3). Hubungan kerjasama 
dengan pemerintah desa, (4). Dukungan masyarakat, (5). lnsentif, dan (6). 
Fasilitas pendukung/Operasional. Pemerintah daerah Kabupaten Buton 
Utara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas anggota BPD khususnya 
di wilayah Kecamatan Kulisusu serta memperkuat fungsi dan kedudukan 
BPD. Selain itu peningkatan insentif dan penyediaan fasilitas yang 
memadai bagi BPD perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Buton Utara sehingga peran BPD dapat diaksimalkan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 

Kecamatan Kulisusu merupakan salah satu dari enam kecamatan di 

Kabupaten Buton Utara yang terdiri dari 15 desa dan 7 kelurahan dengan 

luas 172,78 Km2.Secara geografis Kecamatan Kulisusu berbatasan dengan: 

Sebelah Timur berbatasan dengan laut Banda 

Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Kulisusu Utara 

Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Buton 

Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kulisusu Barat 

Kecamatan Kulisusu berpenduduk sebesar 22.688 jiwa sebagai kecamatan 

terbanyak penduduknya diantara kecamatan lain di Kabupaten Buton Utara. 

Mata pencaharian penduduknya sangatlah beragam yakni pedagang, nelayan, 

petani, PNS, wiraswasta. Dalam perkembangannya Kecamatan Kulisusu 

telah memekarkan dua kecamatan yakni Kecamatan Kulisusu Barat dan 

Kecamatan Kulisusu Utara.Adapun desa/kelurahan dalam wilayah 

administrasi Kecamatan Kulisusu adalah sebagai berikut : 

Tabel Jumlah Desa/Kelurahan Wilayah Kecamatan Kulisusu 

No Desa/Kelurahan No Desa/Kelurahan 

1. Desa Lantagi 12. Desa Wacu Laea 

2. Desa Malalanda 13. Desa Tri Wacu Wacu 

3. DesaLemoEa 14 Desa Jampaka 

4 DesaRombo 15 Desa Tomoahi 

5. Desa Linsowu 16. Kelurahan Bonelipu 
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6. Desa Banu Banua Jaya 17. Kelurahan Lerno 

7 Desa Kadacua 18. Kelurahan Lakonea 

8. Desa Loji 19. Kelurahan Wandaka 

9 Desa Laangke 20. Kelurahan Lipu 

10. Desa Kalibu 21. Kelurahan Sara Ea 

11. Desa Eelahaji 22. Kelurahan Bangkudu 

Sumber : Data Kantor Kecamatan Kulisusu 

4.2. Pelaksanaan Peran Badan Permusyawaratan Desa 

Peran Badan Permusyawaratan Desa tidak terlepas dari tugas dan 

fungsinya sebagaimana dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 

Tentang Desa disebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa memiliki 

fungsi menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa,menetapkan 

peraturan desa bersama - sama kepala desa, mengawasi pelaksanaan 

peraturan desa,membentuk panitia pemilihan kepala desa, mengusulkan 

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa. 

4.2.1. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 
Kulisusu Ka bu paten Bu ton Utara dalam 
Menampung/Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa 

Badan Permusyawaratan Desa yang anggotanya dipilih 

langsung oleh masyarakat desa merupakan lembaga yang menjadi 

wujud keterwakilan masyarakat desa dengan tugas - tugas yang telah 

diberikan. Salah satu dari tu gas terse but adalah 

menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa.Sebagai wakil dari 
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masyarakat desa seharusnya Badan Permusyawaratan Desa diharapkan 

mampu menyerap aspirasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti 

untuk menjadi misalnya peraturan desa maupun menjadi keputusan -

keputusan di tingkat desa demi berjalannya pemerintahan desa yang 

berwibawa dimata masyarakat. 

Berdasarkan hasil penelitian Badan Permusyawaratan Desa 

di wilayah Kecamatan Kulisusu dalam menjalankan perannya untuk 

menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat desa belum berjalan 

dengan baik.Hal ini dapat dilihat dari banyaknya aspirasi masyarakat 

dalam yang tidak terakomodir dalam perencanaan pembanguna desa , 

misalnya dalam perencanaan anggaran Alokasi Dana Desa.Dalam hal 

permasalahan yang lain di desa Badan Permusyawaratan Desa tidak 

responsive dalam menyalurkan aspirasi tersebut,sehingga banyak 

persoalan di desa wilayah Kecamatan Kulisusu aspirasinya langsung 

disampaikan ke tingkat pemerintah kabupaten. Maraknya unjuk rasa 

masyarakar desa ke Pemerintah Kabupaten Buton Utara sebagai bentuk 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap Badan Permusyawaratan Desa 

untuk menyalurkan aspirasi mereka. Berikut adalah kutipan wawancara 

dengan Camat Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 

" Ka/au memang Badan Perwakilan Desa dalam ha! ini BPD 
berjalan dengan baik,maka permasalahan di desa harus mereka dulu 
yang selesaikan,nanti tidak ada penyelesaian baru anggota BPD 
menyampaikan ke pihak kecamatan bahkan ke pihak pemerintah 
daerah karena mereka perwakilan rakyat di desanya .. " ( Wawancara 
tanggal 20 Agustus 2016). 
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Namun demikian sebagian juga anggota Badan pennusyawaratan 

Desa wilayah Kecamatan Kulisusu telah menjalankan fungsi 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan baik walaupun 

prosentasenya kecil.Misalnya dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Tingka Desa maupun Tingkat Kecamatan yang 

dilakukan setiap tahunnya anggota Badan Permusyawaratan Desa telah 

memperjuangkan dengan gigih tentang program - program yang 

prorakyat dan program - program yang bersentuhan langsung dengan 

kesejahteraan rakyat. Akan tetapi kadang program itu tidak 

terakomodir dalam program anggaran desa sehingga terkadang 

Anggota Badan Pennusyawaratan Desa melakukan manuver dan lobi -

lobi ke tingkat dinas-dinas terkait pada pemerintah kabupaten atau ke 

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton 

Utara untuk mengusulkan program yang nantinya ditempatkan di desa 

mereka.Berikut adalah kutipan wawancara peneliti dengan Ketua 

Badan Pennusyawaratan Desa Kadacua 

" Dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat kadang kami ini 
melakukan /obi ke dinas - dinas dan ke anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah karena kadang program yang kami usulkan didesa 
tidak terakomodir.(wawancara tanggal 25 Agustus 2016) 

Fenomena ini sebenarnya adalah bentuk kepedulian yang tinggi dari 

anggota Badan Pennusyawaratan Desa dalam menampung dan 

menyalurkan aspirasi masyarakat desa, namun yang melakukannya 

hanya dalam jumlah yang kecil. 
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4.2.2. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 
Kulisusu dalam Menetapkan Peraturan Desa 

Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan Desa adalah 

fungsi yang dimilild oleh BPD untuk membuat dan menetapkan 

peraturan desa bersama Kepala Desa, dimana peraturan 

tersebut di tampung berdasarkan aspirasi masyarakat desa dan 

untuk kepentingan masyarakat desa. BPD adalah lembaga negara 

yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelanggaraan 

pemerintahan desa. Disebut juga badan pembuat kebijakan dan 

pengawas pelaksanaan kebijakan desa (Nurcholis, 2005:140). 

Atau merupakan lembaga legislatif desa yang berfungsi 

mengayomi adat istiadat, bersama-sama pemerintah desa yang 

membuat peraturan desa dan menetapkan peraturan desa 

(Widjaja, 2003 :27). 

Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa wilayah 

Kecamatan Kulisusu dalan hal melahirkan Peraturan Desa juga 

belum berjalan seperti yang diharapkan, hal ini terlihat dari 

kurangnya peran anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam 

pengajuan dan pembuatan Perdes (peraturan desa).Berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 

Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa pasal 4 disebutkan 

bahwa jenis dan muatan peraturan di desa meliputi peraturan 

desa,peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala 

desa.Selanjutnya dala pasal 9 disebutkan pula bahwa: (ayat 1) BPD 
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dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, (ayat 

2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

kecuali untuk rancangan Peraturan Desa tentang rencana 

pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa 

tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan 

Desatentang APB Desadan rancangan PeraturanDesa tentang laporan 

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, (ayat 3) 

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk 

ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD. Dari 

rgulasi diatas dapat disimpulkan bal1wa Badan Permusyawaratan 

Desa di Kabupaten Buton Utara secara hukum memiliki wewenang 

untuk mengusulkan dan menetapkan Peraturan Desa. 

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peraturan 

desa di wilayah Kecamatan Kulisusu yang merupakan inisiatif dari 

Badan Permusyawaratan Desa sebagimana dimaksud pada pasal 4 

Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 5 Tahun 2015 sampai 

penelitian ini dilakukan belum ada.Peraturan Desa yang ditetapkan 

oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa hanyalah 

Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 

(APB Des) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 

(RP JM Ds) yang bukan merupakan peraturan desa yang seharusnya 

diusulkan oleh BPD. Namun demikian dalam penelusuran penelitian 

dalam penetapan dua Peraturan Desa ini anggota Badan 
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Permusyawaratan Desa telah berpartisipasi dengan baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Kepala Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah kabupaten Buton Utara yang dilakukan pada 

tanggal 8 Agustus 2016. 

" Sampai saat ini be/um ada Peraturan Desa dari wilayah 

Kecamatan Ku/isusu yang kami terima se/ain penetapan peraturan 

desa tentang AP Edes dan RP JM des". 

Dari hasil wawancara berbagai narasumber menyataka 

bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kecamatan 

Kulisusu kurang berinisiatif untuk melahirkan peraturan desa yang 

lain dalam rangka menggali potensi desa untuk kesejahteraan 

masyarakat. Padahal sangatlah diharapkan peran yang besar dari 

badan Permusyawaratan desa untuk lebih pro aktif membuat 

peraturan - peraturan desa seperti pembentukan BUMDes, Peraturan 

Desa tentang Jual beli,Peraturan Desa tentang pungutan dan lain 

sebagainyaSalah satu anggota BPD Desa Malalanda dalam 

wawancara menuturkan 

" selama ini kami be/um pernah membahas peraturan desa seperti 

BUMDes,pungutan,tentangjual be/ ataupun yang lainnya". 

Dalam hal koordinasi dan komunikasi untuk membahas 

bersama serta menetapkan bersama Peraturan Desa dengan Kepala 

Desa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perannya 

dengan baik.Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya 

permasalahan yang timbul dari ditetapkannya Angaran Pendapatan 
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dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Desa (RPJMdes) baik dari masyarakat maupun dari 

anggota BPD sendiri.Tahapan lahimya peraturan Desa Diwilayah 

Kecamatan Kulisusu sejak pengusulan,pembahasan sampai tahap 

ferifikasi dan evaluasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik 

karena telah perpedoman sesuai Peraturan Daerah Buton Utara 

Nomor 5 Tahun 2015 serta norma - norma yang berlaku. Adapun 

tahapan - tahapan itu adalah sebagai berikut : 

Dalam merumuskan dan menetapkan peraturan desa, Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) berpedoman pada Peraturan daerah 

Kabupaten Buton Utara tentang Tata Cara Penyusunan dan 

Penetapan Peraturan Desa. BPD dalam merumuskan Peraturan 

Desa bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan 

Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai 

berikut: 

a. Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk 

menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa 

dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang 

diajukan. 

b. BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan peraturan desa, 

demikian halnya dengan pemerintah desa yang juga 

mengajukan rancangan peraturan desa. 

c. BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi 

atau menyempurnakan rancangan peraturan desa. 
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d. Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada 

pemerintah desa untuk diagendakan. 

e. BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang 

lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan 

bersama. 

Dalam menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan 

Pemerintah Desa. Setelah BPD dan Kepala Desa mengajukan 

rancangan Peraturan Desa kemudian akan dibahas bersama dalam 

rapat BPD dan setelah mengalami penambahan dan perubahan, 

kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan 

disetujui serta ditetapkan sebagi Peraturan Desa. Dalam 

menetapkan peraturan desa, antara BPD dan Kepala Desa sama­

sama merniliki peran yang sangat penting antara lain sebagai 

berikut: 

a. BPD menyutujui dikeluarkannya Peraturan Desa. 

b. Kepala Desa menandatangani Peraturan Desa tersebut. 

c. BPD membuat berita acara tentang Peraturan Desa yang 

barn ditetapkan. 

d. BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui 

pada masyarakat melalui kepala dusun ataupun 

mensosialisasikannya secara langsung untuk diketahui dan 

dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai 

pelaksanaannya. 
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4.2.3. Peran Badan Pennusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu dalam Mengawasi Peraturan Desa 

Pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar 

supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Pengawasan 

terhadap peraturan desa dan peraturan kepala desa 

dilaksanakan secara administratif dan implementatif.Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu diharapkan 

dapat menjalankan perannya dalam mengawasi jalannya pelaksanaan 

peraturan desa karena jika terdapat pelanggaran akan mengakibatkan 

kerugian terhadap masyarakat desa itu sendiri.Keberadaan Badan 

Permusyawaratan Desa sangatlah penting dalam eksistensinya 

sebagai lembaga kontrol dalam penyelenggaraan pembangunan desa. 

Berdasarkan hasil penelitian yang berasal dari informan 

maupun narasumber peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu dalam mengawasi pelaksanaan paraturan desa 

pada tataran mengkritisi,memberikan saran dan pendapat dapat 

dikatakan telah berjalan dengan baik, namun pada tataran 

penyelesaian dan solusi yang diharapkan dari peran pengawasan 

tersebut dinilai masih belum baik. Hal ini dapat dilihat dari adanya 

pelanggaran-pelanggaran di desa yang tidak tidak ada tindak 
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lanjutnya.Kutipan wawancara dengan salah satu anggota BPD Desa 

Kadacua 

" Adanya kecenderungan pe/anggaran d; desa, kam; selalu 

suarakan,namun hanya sebatas krWkan saja bahkan sampai 

dipemerintah daerah pernah kami sampa;kan tapi tidak ada 

tanggapanjad; kam; in; harus mengadu kepada siapa".(wawancara 

tanggal 23 Ju/; 2016). 

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

Badan Permusyawaratan Desa berada dalam posisi yang lemah 

dalam penegakan aturan di desa jika tidak didukung penuh oleh 

pihak lain terutama pemerintah daerah.Terlepas dari itu semua tugas 

pengawasan terhadap peraturan desa adalah tugas yang melekat dari 

Badan Permusyawaratan Desa.Oleh sebab itu BPD haruslah tetap 

berkomitmen dalam tugas pengawasan tersebut.Disisi lain sebagian 

besar anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu tidak memiliki kemampuan yang kuat untuk melakukan 

pengawasan yang ketat terhadap pemerintah desa. Berdasarkan data 

penelitian hal dipengaruhi beberapa faktor yakni : 

1. Adanya Kedekatan kekeluargaan/family anggota BP dengan 

Kepala Desa. 

2. Kepala Desa memiliki akses yang lebih tinggi terhadap 

pemerintah daerah dibanding anggota BPD. 

3. Secara umum kualitas pendidikan anggota BPD masih rendah. 

( Sumber: Catatan wawancara selama penelitian) 

Dari tiga faktor diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk 

mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 
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Kecamatan Kulisusu dalam pengawasan penyelenggaraan 

pemerintah desa diperlukan usaha untuk mengatasi kendala yang 

dihadapi tersebut.Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa 

memiliki kedudukan yang sama dengan Kepala Desa sebagai unsur 

pemerintah desa, seharusnya anggota Badan Permusyawaratan Desa 

tidak merasa berada lebih rendah kedudukannya dibandingkan 

dengan Kepala Desa dan bebas dari berbagai tekanan baik tekanan 

politik maupun tekanan sosial. Independensi Bad an 

Permusyawaratan Desa adalah modal utama dalam menjalankan 

peran pengawasan,dengan demikian kepentingan masyarakat desa 

secara umum dapat terayomi menuju kesejahteraan. 

4.2.4. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 
Kulisusu dalam Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa 

Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa adalah 

berpedoman pada Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 

2015 Tentang Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa. 

Disebutkan bahwa enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan 

kepala desa Badan Permusyawaratan Desa menyampaikan secara 

tertulis kepada Bupati melalui Camat. Berdasarkan hasil penelitian 

semua Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Kecamatan Kulisusu 

telah melakukan hal ini Setelah adanya jadwal pemilihan dari 

pemerintah daerah, maka Badan Permusyawaratan Desa segera 

membentuk panitia pemilihan kepala desa.. Adapun dalam 
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pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, sebelum diadakan 

Pemilihan Kepala Desa, Badan Pennusyawaratan Desa terlebih 

dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan 

penelitan di lapangan maupun dari sumber-sumber lainnya (data 

sekunder) yang menambah pengetahuan, berikut basil yang diperoleh 

oleh peneliti. Dalam membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD 

membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa yang keanggotaannya 

berasal dari Unsur Perangkat Desa, Pengurns Lembaga 

Kemasyarakatan, Tokoh masyarakat. 

Setelah itu anggota BPD mengadakan rapat bersama masyarakat desa 

kemudian memustuskan siapa-siapa yang menjadi panitia pemilihan. 

Adapun tugas dari panita pemilihan kepala desa yaitu, yaitu 

melaksanakan semua kegiatan selama pencalonan kepala desa dan 

bertanggung jawab kepada BPD dengan cara melaporkan hasil 

pelaksanaan kegiatan mulai dari penjaringan bakal calon sampai 

dengan terpilih Kepala Desa. 

Panitia pemilihan kepala desa, membuat semacam informasi atau 

sosialisasi di masyarakat bahwa akan dilaksanakannya Pemilihan 

Kepala Desa, kemudian panitia pemilihan melakukan pendataan dan 

pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa. Setelah itu, Bakal Calon 

Kepala Desa yang terpilih kemudian akan disaring melalui beberapa 

syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya dan hasil penyaringan 

akan di tetapkan menjadi Calon Kepala Desa. Calon Kepala Desa 
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inilah yang nantinya akan diumumkan kepada masyarakat di tempat-

tempat yang mudab dijangkau oleh masyarakat. 

Berdasarkan basil penelitian yang dilakukan oleb penulis, 

tugas dan wewenang Badan Permusyawartan di Wilayah kecamatan 

Kulisusu dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah 

dilaksanakan dengan baik. Berikut adalah basil wawancara dengan 

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 

"Badan Permusyawaratan Desa di seluruh wilayah Kabupaten Buton 

Utara termasuk Kecamatan Kulisusu telah melaksanakan tugas 

dengan baik selama ini.Mereka rata - rata telah memahami proses 

pembentukan panitia pemilihan kepala desa". ( Wawancara tanggal 

16 Agustus 2016) 

Calon kepala desa terpilib kemudian oleb Badan 

Permusyawaratan Desa mengusulkan kepada Bupati Buton Utara 

melalui Camat Kulisusu untuk dilakukan pelantikan.Pembentukan 

panitia pemilihan kepala desa yang terarah, terencana dan prosedural 

ini telah melahirkan kepala desa yang demokratis di wilayah 

Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara. 

4.2.5. Peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 
Kulisusu dalam Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian 
Kepala Desa 

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wilayah 

Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara dalam hal mengusulkan 

pengangkatan dan pemberhentian kepala desa tetap berpedoman pada 

Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 Tentang 
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Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Berdasarkan 

hasil penelitian pengusulan kepala desa terpilih oleh Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu disertai dengan 

bukti - bukti otentik dalam pemilihan kepala desa seperti berita acara 

pemilihan dan surat keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa 

(BPD) tentang calon kepala desa terpilih.Berikut kutipan wawancara 

bersama salah satu anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 

desa Wacu Laea 

" Setelah pemilihan kepala desa kami langsug usulkan kepada camat 

untuk ditindaklanjuti ke Bupati Euton Utara supaya ca/on kepala 

desa terpilih dilantik asalkan tidak ada lagi masalah dimasyarakat". 

( Wawancara, 21Agustus2016) 

Hal ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) tetap memperhatikan dinamika yang 

berkembang dimasyarakat walaupun telah ada yang terpilih karena 

mereka adalah perwakilan masyarakat secara umum di desa 

itu.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu telah 

melaksanakan peran mengusulkan pengangkatan kepala desa dengan 

baik.Demikian pula dengan pengusulan pemberhentian kepala karena 

masa jabatan berakhir,enam bulan sebelumnya Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu telah 

mengusulkannya kepada Buapati melalui Camat.Pemberhentian 

seorang Kepala Desa karena sebuah pelanggaran atau hukuman, 
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berdasarkan penelusuran dalam penelitian ini belum pemah terjadi di 

desa wilayah Kecamatan Kulisusu yang terjadi hanyalah karena masa 

jabatan akan segera selesai. Oleh sebab itu peran Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam 

mengusulkan pemberhentian kepala desa telah berjalan dengan baik 

sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku. 

4.3. Faktor Faktor yang Mendukung Peran Badan 
Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu 

Pelaksanaan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu tentunya sangatlah dipengaruhi oleh barbagai faktor 

pendukung baik faktor internal maupun faktor ekstemal. Peran itu 

akan berjalan dengan baik jika faktor - faktor pendukung tersebut 

berkontribusi positif dan sebaliknya jika faktor - faktor pendukung 

tersebut berkontribusi negatif, maka peran itu tidak akan berjalan 

dengan baik. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui informan ataupun 

narasumber dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa faktor -

faktor yang mendukung peran Badan Pennusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu adalah : 

Tingkat Pendidikan 

Integritas dan Kepedulian 

Hubunngan kerja sama dengan pemerintah desa 

Dukungan masyarakat 

Insentif 

Fasilitas Pendukung/Operasional 
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4.3.1. Faktor Pendidikan Sebagai Pendukung Peran Bad an 

Permusyawaratan Desa 

Pada hakekatnya tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh 

pada kualitas seseorang dalam bersikap,berpikir dan bekerja karena 

sikap, daya piker maupun apa yang dihasilkan dari pekerjaan kita 

membutuhkan pengetahuan , dan pengetahuan tersebut hanya dapat 

diperoleh dengan pendidikan.Demikian pula dengan Anggota Badan 

Bermusyawaratan Desa tingkat pendidikan mereka sangat menentukan 

kualitas perannya dalam menjalankan amanah masyarakat desa sebagai 

perwakilan mereka.Dari basil olahan data penelitian ini didapatkan 

bahwa dari 75 anggota BPD se - Kecamatan Kulisusu terdapat 2,08% 

tamatan SMP, 72,92% tamatan SMA/SMU dan sebanyak 25% adalah 

tamatan Perguman Tinggi.Sejumlah masyarakat menyatakan bahwa 

mereka menyadari sepenuhnya jika tingkat pendidikan anggota BPD 

akan berpengamh pada peran mereka sebagai wakil masyarakat. Hal ini 

dikatakan salah seorang masyarakat di Desa Wasalabose dalam 

wawancara sebagai berikut : 

" Saya kira jelas tingkat pendidikan itu akan berpengaruh bagi angora 

BPD dalam menjalankan tugasnya,hanyakan syarat pendidikan ca/on 

anggota BPD minimal SMP sehingga tamatan SMP pun bisa jadi 

terpilih jadi anggota BPD,padahal kalau bias anggota BPD itu saljana 

semua". 

Dalam Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa 

maupun dalam Peraturan Daerah Buton Utara Nomor 3 Tahun 2015 

mensyaratkan pendidikan minimal anggota Badan Permusyawaratan 

Desa adalah SMP atau sederajad.Para nara sumberpun dalam penelitian 
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ini sebenamya banyak berharap kalau anggota BPD itu memiliki tingka 

pendidikan yang lebih tinggi. 

4.3.2. Faktor Integritas dan Kepedulian Sebagai Pendukung Peran Badan 
Permusyawaratan Desa 

Menurut Ippho Santoso, integiras senng diartikan sebagai 

menyatunya pikiran, perkataan dan perbuatan untuk melahirkan reputasi 

dan kepercayaan,sedangkan kepedulian adalah sikap yang 

memperlihatkan kepekaan, mengindahkan maupun memperhatikan 

terhadap sesuatu.Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam 

melakoni perannya haruslah memiliki integritas dan kepedulian yang 

tinggi sebab ada tanggung jawab besar yang diamanatkan masyarakat 

kepada mereka. Tidak berjalannya dengan baik peran Bad an 

Permusyawaratan Desa salah satu faktomya adalah kurangnya integritas 

dan kepedulian anggota Badan Permusyawaratan Desa terhadap tugas 

yang diemban. Walaupun dalam penelitian ini tidak mengukur integritas 

dan kepedulian dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu,akan tetapi berdasarkan sejumlah informasi dan 

data yang dikumpulkan menunjukan bahwa integritas dan rasa peduli 

dari Badan Permusyawaratan Desa masi perlu ditingkatkan. 

4.3.3. Faktor Hubungan Kerjasama dengan Pemerintah Desa Sebagai 
Pendukung Peran Badan Permusyawaratan Desa 

Salah satu faktor yang berpengaruh m1tuk mendukung pelaksanaan 

peran BPD di wilayah Kecamatan Kulisusu adalah pola hubungan kerja 
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sama terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan 

Pemerintah Desa dengan senantiasa menghargai dan menghormati satu 

sama lain, serta adannya niat baik untuk saling membantu dan saling 

mengingatkan mendukung jalannya kinerja BPD. Keharmonisan ini 

desebabkan karena adanya tujuan dan kepentingan bersama yang ingin 

dicapai yaitu untuk rnensejahterakan rnasyarakat desa. Sebagai unsur 

yang bermitra dalarn penyelenggaraan pernerintahan desa, BPD dan 

Pernerintah Desa selalu rnenyadari adanya kedudukan yang sejajar 

antara keduanya. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti diketahui 

bahwa hubungan antara BPD dengan Kepala Desa dalam 

rnenyelenggarakan pernerintahan cukup harmonis walaupun tidak 

dipungkiri pemah terjadi selisih paham namun hal tersebut tidak sarnpai 

rnenirnbulkan dampak yang besar bagi rnasyarakat, karena apabila 

terjadi selisih paharn rnaka akan dibahas bersama dengan tokoh-tokoh 

masyarakat dan unsur perangkat desa yang lainnya dalam forum-forum 

yang diadakan oleh BPD.Hal ini senada dengan penuturan Camat 

Kulisusu dalam wawancara tanggal 20 Agustus 2016 "Antara Kepala 

Desa dengan Anggota BPD kadang terjadi silang pendapat dan konflik 

kecil, namun keduanya selalu mendapatkan titik temu untuk diselesaikan 

secara damai.Masalah - masalah itu ha! yang biasa dalam demokrasi di 

desa sebagai dinamika yang tidak mungkin bisa dihindari." Terkadang 

Kepala Desa rnendorninasi dalam hal pemerintahan, hal ini disadari 

sepenuhnya oleh unsur penyelenggara pernerintahan sebab rnelihat 

tingkat pendidikan dan SDM di desa ini rnasih rendah sehingga masih 
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dibutuhkan arahan dan bimbingan dari pihak-pihak yang dirasa mampu 

namun hal tersebut tidak sampai menjadi konflik sebab kesemuanya 

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa .Kerja sama yang baik 

antara pemerintah desa dengan anggota Badan Permusyawaratan Desa 

Wilayah Kecamatan Kulisusu hams tetap terjaga dan ditingkatkan agar 

kepentingan masyarakat secara umum tidak terganggu hanya karena pola 

hubungan kedua lembaga ini tidak harmonis. 

4.3.4. Faktor Dukungan Masyarakat Sebagai Pendukung Peran Badan 
Permusyawaratan Desa 

Masyarakat merupakan faktor penentu keberhasilan Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu dalam 

melaksanakan perannya, besamya dukungan, dan penghargaan dari 

masyarakat kepada Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu menjadikan BPD lebih mempunyai ruang gerak untuk dapat 

melaksanakan perannya. Dukungan dari masyarakat tidak hanya pada 

banyaknya aspirasi yang masuk juga dari pelaksanaan suatu Perdes. 

Kemauan dan semangat dari masyarakatlah yang menjadikan segala 

keputusan dari Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu dan Pemerintah Desa menjadi mudah untuk dilaksanakan. 

Partisipasi masyarakat baik dalam bentuk aspirasi maupun dalam 

pelaksanaan suatu keputusan sangat menentukan pelaksanaan Peran 

Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu. 

Berdasarkan hasil penelitian bahwa tidak semua masyarakat 

mengatakan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 
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Kulisusu baik atau memuaskan. Namun, masih ada sebagian masyarakat 

yang kurang puas atau merasakan bahwa Peran Badan Permusyawaratan 

Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu masih kurang baik. Masyarakat, 

tidak hanya menjadi faktor pendukung tapi juga bisa menjadi faktor 

penghambat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tidak semua 

keputusan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu dan Pemerintah Desa dapat diterima oleh seluruh 

masyarakat. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan terkadang mendapat 

respon yang beraneka ragam baik pro maupun kontra dari masyarakat. 

Adanya tanggapan yang bersifat kontra tentunya dapat menghambat 

langkah BPD dan Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kebijakan 

terse but. 

Menurut Camat Kulisusu Kabupaten Buton Utara mengatakan bahwa : 

"Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus mampu memahami 
kondisi-kondisi yang ada di masyarakat. Masyarakat terkadang mampu 
menjadi pendukung ataupun penghambat. Hal ini dikarenakan tingkat 
pendidikan ataupun SDM masyarakat berbeda, oleh karena itu 
dibutuhkan inovasi dart BPD agar semua kegiatan-kegiatannya dapat 
terealisasi dan diterima dengan baik oleh masyarakat". 
(W awancara, 20 Agustus 2016) 

Dari kutipan wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu hams dapat 

memikat dukungan masyarakat yang tentunya salah satu caranya adalah 

mampu mengindera keinginan masyarakatnya 
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4.3.5. Faktor Insentif Sebagai Pendukung Peran Badan Permusyawaratan 

Desa 

Adanya pemberian insentif atau pendapatan juga menjadi faktor 

yang berpengaruh dalam memacu peran Badan Permusyawaratan Desa 

Wilayah Kecamatan Kulisusu untuk menjadi lebih baik dan merupakan 

wujud penghargaan dan kepedulian pemerintah terhadap Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu. Pemberian 

insentif yang dinilai belum memadai bagi anggota BPD terkadang 

menjadi penghambat dalam meningkatkan perannya. Berdasarkan data 

yang diperoleh peneliti diketahui bahwa insentif yang diberikan oleh 

pemerintah masih sangat minim. Hal inilah yang terkadang membuat 

anggota menomorduakan tugasnya. Insentif yang diberikan masih jauh 

untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami sehingga kami masih perlu 

untuk mencari pekerjaan sampingan. Berikut adalah kutipan wawancara 

dengan salah seorang anggota Badan Permusyawaratan Desa Banu -

BanuaJaya 

" Jnsentif yang diberikan pemerintah kepada kami sangatlah tidak 

sebanding dengan tugas yang kami emban bahkan lebih tinggi insentif 

pada unsure - unsure desa yang lain.Kami tidak mungkin fokus 

sepenuhnya karena harns mencari sumber kehidupan yang lainnya. " 

Pemberian insentif bagi anggota BPD dirasa tidak cukup untuk 

memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Gaji ataupun insentif yang 

diberikan hanya berasal dari dana operasional desa atau Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Buton Utara .. Untuk itu hal ini sudah 

sering mereka suarakan dengan pemerintah di tingkat kabupaten agar 
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sekiranya Badan Pennusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu 

mendapat perhatian dari pemerintah dengan cara misalnya insentif ini 

dianggarkan lebih rasional lagi sehingga mereka mampu fokus dengan 

tugas dan fungsi mereka. 

4.3.6. Faktor Fasilitas Pendukung/Operasional Sebagai Pendukung Peran 
Badan Permusyawaratan Desa 

Fasilitas operasionaVpendukung juga menjadi faktor berpengaruh 

demi optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu. Berdasarkan data yang didapatkan Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu hampir tidak 

memiliki fasilitas atau sarana apapun dalam operasionalnya.afasilitas -

fasilitas yang dimaksud tersebut misalnya : 

Tidak adanya kantor tersendiri bagi Badan 

Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan Kulisusu 

sehingga masih bergabung di kantor Kepala Desa. 

-Tidak adanya sarana IT seperti komputer 

Tidak adanya kendaraan operasional sedangkan kepala desa 

memiliki kendaraan dinas 

Ketimpangan ini jelaslah akan menghambat implementasi 

peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah Kecamatan 

Kulisusu.Dalam wawancara bersama anggota Badan Permusyawaratan 

Desa Rombo, dia menuturkan : 

" Ka/au memang Badan Permusyawaratan Desa ini dituntut untuk 

profesional dalam bekerja, maka fasilitas ataupun sarananya harus 

dipenuhi terlebih dahulu karena salah satu yang membuat kami tidak 
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semangat adalah jangankan kantor peralatan seperti laptop atau 

computer saja kami tidak punya." 

Harapan akan peran Badan Permusyawaratan Desa Wilayah 

Kecamatan Kulisusu yang maksimal pemerintah desa maupun 

pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk mengadakan segala 

fasilitas/sarana operasional yang dibutuhkan. 
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BABV 
PENUTUP 

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan 

peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu. Disamping 

itu pula dikemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu tersebut. Dalam bah ini 

akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan 

hasil penelitian. 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian yang dilakukan penulis dengan judul Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, 

ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan yaitu : 

1. Dalam menjalankan perannya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah 

Kecamatan Kulisusu, dalam hal menampung/menyalurkan aspirasi masyarakat 

desa belum berjalan sesuai harapan sehingga masih perlu ditingkatkan, sedangkan 

pada peran menetapkan Peraturan Desa juga belum maksimal karena belum ada 

Perdes yang dihasilkan selain APBDes dan RPJMDes.Pengawasan terhadap 

pelaksanaan Peraturan desa Badan Pennusyawaratan Desa (BPD) di wilayah 

Kecamatan Kulisusu masih berada pada posisi yang lemah karena belum mampu 

menindaklanjuti indikasi - indikasi pelanggaran di desanya. Peran Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu dalam hal 

membentuk panitia pemilihan kepala desa dan mengusulkan 
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pengangkatan/pemberhentian kepala desa pada dasarnya telah dilaksanakan 

dengan sebaik-baiknya. 

2. Terdapat beberapa faktor yang turut mendukung peran Badan Permusyawaratan 

Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu yakni : tingkat pendidikan anggota 

BPD,tingkat integritas atau kepedulian terhadap tugas, dukungan masyarakat, 

hubungan kerjasama dengan pemerintah desa, insentifyang diberikan dan fasilitas 

pendukung/operasional. Dari kelima faktor tersebut ikut mempengaruhi efektif 

tidaknya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan 

Kulisusu. 

5.2. Saran - Saran 

Adapun saran - saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan 

Kulisusu perlu adanya peningkatan kapasitas melalui pelatihan­

pelatihan,bimbingan teknis maupun workshop - workshop dalam rangka 

memperdalam pemahaman tentang peran mereka sebagai Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) . Hal ini dapat dilakukan oleh Badan 

Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buton Utara atau lembaga terkait 

lainnya. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara perlu memperkuat fungsi dan 

kedudukan lembaga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui peraturan 
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daerah sehingga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bukanlah nomor dua dalam 

pemerintahan desa akan tetapi merupakan mitra sejajar dengan kepala desa 

3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu secara 

khusus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh wilayah Kabupaten 

Buton Utara secara umum perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk 

meningkatkan besaran insentif para anggota Badan permusyawaratan Desa 

4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Kecamatan Kulisusu secara 

khusus dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seluruh wilayah Kabupaten 

Buton Utara secara umum perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk 

meningkatkan besaran insentif para anggota Badan permusyawaratan Desa dalam 

penyediaan fasilitas/pendukung operasional. 
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surat izin ini tidak menaati ketentuan tersebut di atas. 

Kepada semua pihak diharapkan bantuannya untulc memperlancar pelaksanaan 
kegiatan penelitian yang dimaksud. 

Demikian kami sampaikan untuk dijadikan bahan sebagaimana mestinya. 

Tembusan: 

Buranga, I~ Juli 2016 

a.n. Bupati Buton Utara 

~~~~~ Kesatuan Bangsa clan Politik, 
~'-, 
~-

"" 

I. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga; 
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Buton Utara 

di Buranga; 
3. Camat Kulisusu di Ereke; 
~- ¥a~asiswa yang bers8ngkutan; 
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